
  

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  

NOMOR 11 TAHUN 2013  

TENTANG  

IZIN USAHA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI SLEMAN,  

Menimbang  :  a.  bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi mempunyai peran 

strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu 

dilakukan pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah 

daerah untuk mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi 

yang berkualitas;  

b. bahwa salah satu upaya pembinaan dan pengendalian 

Pemerintah Daerah di bidang jasa konstruksi dilakukan 

melalui pemberian izin usaha jasa konstruksi kepada 

penyedia jasa konstruksi;  

c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang   

Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa 

Konstruksi Nasional, izin usaha jasa konstruksi diberikan 

oleh Pemerintah Kabupaten tempat penyelenggara jasa 

konstruksi tersebut berdomisili;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Izin Usaha di Bidang Jasa 

Konstruksi;  
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Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3832); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                    

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia              

Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2010 Nomor 157); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 65, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 3957);  

9. Peraturan    Menteri    Pekerjaan    Umum                     

Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan 

Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Konstruksi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012                    

Nomor 13);  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8                            

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

dan 

BUPATI SLEMAN 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DI BIDANG 

JASA KONSTRUKSI. 

 BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1   

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
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1. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Sleman. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan 

Kecamatan. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab 

di bidang pekerjaan umum atau organisasi perangkat daerah lain sesuai 

kewenangannya. 

6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD 

adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan 

tanggung jawab di bidang pekerjaan umum atau organisasi perangkat 

daerah lain sesuai kewenangannya. 

7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan 

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan 

jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.  

8. Jasa perencanaan konstruksi adalah jasa yang memberikan layanan jasa 

konsultansi perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi 

rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi 

pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja 

konstruksi.  

9. Jasa pelaksanaan konstruksi adalah jasa yang memberikan layanan jasa 

pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian 

kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan 

sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. 

10. Jasa pengawasan konstruksi adalah jasa yang memberikan layanan jasa 

pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan 

konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan 

akhir hasil konstruksi.  

11. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah 

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, 

yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.  

12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan 

usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.  
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13. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin 

untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah.  

14. Kartu Kartu Tanda Daftar yang selanjutnya disebut Kartu Tanda Daftar 

adalah bukti tanda daftar usaha orang perorangan untuk melakukan 

usaha di bidang jasa konstruksi.   

15. Sertifikat adalah:  

a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas 

kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik 

yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau 

b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi 

ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang 

jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan 

tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu. 

16. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24                 

Peraturan Pemerintah Nomor 28  Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran 

Serta Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan 

Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 28  Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta 

Masyarakat Jasa Konstruksi. 

17. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi 

tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa 

konstruksi. 

18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan 

penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub 

bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja 

orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan 

dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian 

masing-masing.  

19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan 

penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut 

tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau 

penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perorangan di 

bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan 

kemampuan profesi dan keahlian.  

 

 


